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I. UMUM 

Bonus Produksi Panas Bumi merupakan amanat dari Pasal 53 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang mengatur 

mengenai kewajiban pemegang Izin Panas Bumi untuk memberikan Bonus 

Produksi kepada pemerintah Daerah Penghasil. Daerah Penghasil 

merupakan kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi Wilayah 

Kerja yang bersangkutan. Tujuan pengenaan Bonus Produksi agar 

pemerintah dan masyarakat Daerah Penghasil merasakan manfaat secara 

langsung dari adanya kegiatan pengusahaan Panas Bumi yang berada di 

sekitar tempat tinggalnya.  

Badan usaha menyetorkan Bonus Produksi langsung ke kas 

pemerintah Daerah Penghasil dan peruntukan pemanfaatannya 

diprioritaskan diberikan kepada masyarakat yang berada paling dekat 

dengan proyek atau terdampak langsung dengan keberadaan proyek. 

Dengan adanya manfaat yang didapat, diharapkan Bonus Produksi dapat 

memupuk rasa kepemilikan oleh masyarakat terhadap kegiatan 

pengusahaan panas bumi tersebut sehingga antara masyarakat dan badan 

usaha dapat saling mendukung dalam upaya pengusahaan sumber daya 

panas bumi.  
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Guna memberikan landasan hukum bagi pengenaan Bonus Produksi 

beserta pemanfaatannya untuk pembangunan Daerah Penghasil, perlu 

disusun suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengenaan, 

perhitungan, rekonsiliasi, penetapan Bonus Produksi, dan pelaporan oleh 

masing-masing pemangku kepentingan. Penetapan besaran Bonus Produksi 

mempertimbangkan nilai keekonomian. 

Selain mengatur mengenai pengenaan Bonus Produksi bagi pemegang 

Izin Panas Bumi, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2014 tentang Panas Bumi maka Peraturan Pemerintah ini juga 

mengatur mengenai pengenaan Bonus Produksi terhadap pemegang kuasa 

pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama 

pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan 

sumber daya panas bumi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pendapatan kotor” adalah pendapatan 

yang diterima oleh pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa 

pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak 

operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan 

pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebelum 

dikurangi pajak dan faktor pengurang lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 
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Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “komponen pengurang Setoran Bagian 

Pemerintah Pusat” antara lain Pajak Bumi dan Bangunan dan 

Pajak Pertambahan Nilai. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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